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BAB V 

PENUTUP 
 

1. Kesimpulan 

Starbucks Card sebagaimana telah diketahui merupakan alternatif alat pembayaran 

dalam melakukan transaksi keuangan pada gerai Strabucks di Indonesia. 

Keberadaan starbucks card sebagai alternatif alat pembayaran seyogianya tunduk 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dalam hal ini 

dapat disebutkan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 

serta hal-hal teknis pada PBI No. 20/2018 tentang Uang Elektronik. Keberadaan 

strabucks card sekalipun tunduk pada ketentuan PBI No. 20/2018 tentang Uang 

Elektronik, tidak berarti bahwa pelaksanaan penggunaan starbucks card dapat 

menghiraukan keberadaan sistem perlindungan konsumen yang diatur di dalam 

UUPK. Lebih lanjut pemberlakuan starbucks card berkenaan pula dengan 

kedudukan konsumen dalam transaksi keuangan, dan juga perlindungan dalam 

UUPK yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Telah dijelaskan di dalam Bab 4 pada penelitian ini bahwa starbucks card 

merupakan sebuah perjanjian baku yang seharusnya tunduk pada UUPK. 

Secara formal, starbucks card memang memenuhi ketentuan umum tentang 

pengertian perjanjian baku di dalam UUPK, namun terdapat permasalahan 

hukum dalam hal ini, yaitu adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 

18 UUPK dari keberadaan dan pembentukan starbucks card sebagai sebuah 

perjanjian baku. 

 

Keberadaan starbucks card dilihat telah melanggar ketentuan Pasal 18 

UUPK, yaitu timbulnya ketidakselarasan antara Starbucks Card dan PBI 

No. 20/2018 tentang Uang Elektronik dapat dilihat dari adanya ketentuan 

mengenai pemotongan sejumlah nominal saldo dalam Starbucks Card 

konsumen apabila kartu tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan. Permasalahan lainnya mengenai ketidaksetaraan 
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kedudukan antara PT. Sari Coffee Indonesia dengan konsumennya dapat 

dijelaskan dari keberadaan klausul di dalam Starbucks Card yang 

menjelaskan bahwa PT. Sari Coffee Indonesia sewaktu-waktu dapat 

mengubah syarat dan ketentuan perjanjian tanpa didahului pemberitahuan 

kepada pengguna Starbucks Card. Kedua potensi tersebut merupakan bukti 

yang dapat menjelaskan bahwa terdapat pertentangan antara keberadaan 

Starbucks Card dengan UUPK. 

 

2. Berangkat dari ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan pada UUPK, 

maka terdapat pula konsekuensi berupa sengketa perlindungan konsumen 

dalam hal pemberlakuan starbucks card oleh PT Sari Coffee Indonesia. 

Dalam hal ini maka terdapat dua altenatif penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan di dalam UUPK, yaitu 

melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan. Sesungguhnya UUPK telah 

menjelaskan keberadaan hak konsumen untuk dapat melaksanakan gugatan 

dalam sengketa perlindungan konsumen atas dasar bahwa terdapat kerugian 

yang ditumbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hak-

hak konsumen tersebut juga dapat ditafsirkan ada di dalam PBI No. 20/2018 

tentang Uang Elektronik yang menjelaskan tentang syarat-syarat 

pemberlakuan uang elektronik bagi pelaku usaha. Dalam hal ini 

sesungguhnya ketentuan di dalam UUPK bukan hanya mengakomodir 

pengaturan mengenai syarat-syarat perjanjian yang sah untuk diterapkan 

dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, namun juga 

pelaksanaan sengketa perlindungan konsumen, baik di dalam maupun diluar 

pengadilan. 

 

Eksistensi Starbucks Card sebagaimana menjadi topik utama yang diteliti 

dalam penelitian ini dapat dinilai memiliki potensi pertentangan dalam 

pengaturan pada PBI No. 20/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur 

syarat pemberlakuan uang elektronik. Lebih dari itu keberadaan starbucks 

card yang sejak awal memiliki ketidakselarasan dengan PBI No. 20/2018 
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tentang Uang Elektronik pada akhirnya juga menimbulkan pertentangan 

dengan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur di dalam UUPK. Oleh 

karena itulah UUPK sendiri pada akhirnya mengakomodir ketentuan-

ketentuan mengenai sengketa perlindungan konsumen di Indonesia. 

 

3. Selain ditemukannya ketidakselarasan antara isi perjanjian baku tersebut 

dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur oleh UUPK, PT. 

Sari Coffee Indonesia juga seharusnya tidak abai dalam mengatur mengenai 

ketentuan bahasa dalam perjanjian. Dalam hal ini PT. Sari Coffee tidak 

konsisten dalam melakukan penerjemahan bahasa dari versi bahasa Inggris 

ke bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 1 (satu) bagian 

dari perjanjian baku yang tidak ada dalam terjemahan versi bahasa 

Indonesia, dimana hal itu dapat menimbulkan ambigu dalam penafsiran dari 

perjanjian. Tidak hanya hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan dalam 

Pasal 18 ayat (1) UUPK, tetapi hal tersebut juga tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan). 

 

2. Saran 

Dari analisis dan kesimpulan atas penelitian ini dapat diajukan beberapa saran yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya prosedur atau tata cara alternatif pengembalian saldo 

minimum yang disetorkan pengguna Starbucks Card di awal pembuatan. 

Bahwa sejak awal pembuatan Starbucks Card, seharusnya pihak PT. Sari 

Coffee melalui gerai Starbucks memberitakan kepada konsumen akan ada 

pemberitahuan bahwa konsumen telah memasuki waktu tenggang terkait 

dari saldo yang tidak pernah dipakai pada starbucks card tersebut. 

Sehingga pihak konsumen tidak merasa dirugikan dan dapat meningkatkan 

rasa percaya konsumen terhadap PT. Sari Coffee Indoensia. Hal ini juga 

dapat menghindarkan PT. Sari Coffee Indonesia dari penilaian bahwa yang 
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bersangkutan abai dalam pemenuhan hak-hak konsumennya terkait 

kejelasan saldo minimum starbucks card yang telah disetorkan. 

 

2. Sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan di waktu yang akan 

datang mengenai starbucks card, PT. Sari Coffee Indonesia perlu secara 

nyata dan rinci mencantumkan ketentuan yang terbaru tersebut. Bahwa 

pengaturan yang terbaru, harus diberitakan kepada konsumen secara 

meluas. Pemberitaan tersebut dapat melalui media online ataupun melalui 

kontak konsumen secara personal disaat pembuatan starbucks card 

(contoh: e-mail). Dalam pemberintaannya, pelaku usaha harus secara 

terang memberitakan terdapat adanya perubahan dari ketentuan yang lama. 

Dengan perbandingan tersebut, konsumen dapat mempelajari dan 

mengetahui secara rinci akan ketentuan terbaru mengenai starbucks card.  

 

3. Apabila ditemukannya pelanggaraan terhadap hak-hak konsumen dan 

konsumen merasa dirugikan, maka konsumen dapat menumpuh jalur 

pengadilan maupun di luar pengadilan untuk melindungi hak-haknya 

sebagai konsumen. PT. Sari Coffee Indonesia selaku pelaku usaha 

membuka ruang untuk konsumen Starbucks Card secara terbuka untuk 

memberikan penilaian klausula baku yang tercantum, dan konsumen juga 

dapat lebih mempercayai PT. Sari Coffee Indonesia karena adanya 

keterbukaan dari sisi pelaku usaha akan perubahan ketentuan yang akan 

datang. Dengan uraian langkah-langkah, dirasa cukup adil baik dari sisi 

pelaku usaha dan memberikan perlindungan konsumen.  

 

4. Perlu ditingkatkannya lagi fungsi dari pengawasan terhadap isi dari sebuah 

perjanjian baku yang diterbitkan oleh Pelaku Usaha, dimana wewenang itu 

dimiliki oleh BPSK untuk mengawasi perjanjian baku dan berhak untuk 

memberikan teguran kepada Pelaku Usaha yang diduga tidak 

mengindahkan ketentuan dalam UUPK mengenai klausula baku. Apabila 

pengawasan dari BPSK tersebut dapat diperketat, maka kemungkinan 
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terjadinya pencantuman klausula baku yang menyimpang dari pengaturan 

dalam UUPK bisa diminimalisir. 
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